
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 110 TAHUN 2021 

TENTANG 

PELAKSANAAN PELAYANAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI 
KABUPATEN TASIKMALAYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

Menim bang a . bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan 
transportasi bagi jemaah haji yang arnan, nyarnan, tertib, 
lancar dan tepat wa tu, perlu p .ngaturan tentang 
p la anaa pelaya a n t ransportasi ibadah haji; 

Mengingat 

b. ba wa berda a r kan pertirnbangan seb gaimana d imaksud 

dalam uruf a , perlu mene apkan Peraturan Bupati 

Ta ikmalaya tentang Pelaksanaan Pela a nan Tra nsportasi 
Je ah Haj i Ka u p aten Tasikmalaya; 

1. Unda g-Undang Nornor 14 Tahun 1950 ten tang 
P m entukan Daer -Da erah Kabupaten dalam 

Lingk n g n ropin si Djawa Bara t (Berita Nega ra Republik 

Indonesia Tahun 19 50), seba gaima a t 1 h diu bah dengan 

Unda n.g-U dang Nomor 4 a hun 19 6 8 ten tang 
Pemb n tukan Ka upaten Purwak a ta dan Kabupaten 
Subang dengan mengubah Undang-Undan g Nomor 14 
Tahun 1950 tenta n g Pembentukan Daerah-Daerah 
Ka bupaten d alam Lingkungan Pro ' nsi Djawa Barat 

(Lembaran egara Republi Indon esia Tahun 1968 Nomor 

31, Tfu""TI ahan Lemb "'an Negara Republik Indonesia Nomor 

2851); 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2009 

tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 
2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran 



Menetapkan 
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Negara Republik Indonesia Tabun 2009 Nomor 142, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5036); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diu bah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indo esia Ta hu 20 15 No or 5 , Tambaha n Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang N mor 34 Tahun 2014 ten g 
Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Rep lik 
Indonesia Tahun 20 14 Nomor 296, Tambahan Le a ran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5605) 

5. Peraturan Pemeri tah Nomor 79 Tahun 2 2 tentang 
Pelaksanaa Undang-undang Nomor 3 Tah ' n 2008 
tentang Penyelengga raan Ibada af (Le an egara 

2012 No 86, Tambahan 
5); 

6 . Perat Pe eri a h mor 12 T 20 7 tentang 
Pe d 1. Pen wasan Penyelen araan 
Pemeri tahan Daerah (Lembaran egara R publik 
Indon s i Tahun 20 17 N m r 73 , T ahan Letnbaran 
Negara Repub i do e a Na o 6 4 , 

7 . Peraturan erah Ka bup en asi alaya omor 1 Tahun 
20 16 ten tang Ta ta. Cara Pem bentu { r d k Hukum 
Daerah (Lem aran Daerah Kab pate Ta s,L<'· uu.c:;uaya Tahun 
20 16 Nom r 1); 

8 . Pera turan Daerah abupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 
016 tentang r an Pemerintah yang menjadi 

Kew nan an Pemerintahan Da erah abu aten Tasikmalaya 
(Le baran Daer Ka upaten Tas ·kmalaya Tahun 2016 
Nomor 3) ; 

9. Peraturan Daerah Kab paten Tasikmalaya Nomor 2 Tahu? 
2018 tentang Biaya Pelayanan Transportasi Jemaah Haji ' 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 20 18 
Nomor 2) . 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN 
TRANSPORTASI JEMAAH HAJI KABUPATEN TASIKMALAYA. 
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BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
3. Daerah asal adalah wilayah domisili jemaah calon haji yaitu Kabupaten 

Tasikmalaya. 
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disin gkat DPRD adalah 
Ie ba a perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 

enyelenggara Pemerintahan Daerah. 
6. P angkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pem antu 

B a ti dalam penyelenggaraan u rusan pemerintahan yang menjadi 
ke en gan Daerah. 

7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmal y 
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
8. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Ka upaten 

Tasikma laya. 
9. Kepala Kantor a alah epala Kantor erne erian Agama Kabupaten 

Tasikmalaya. 
10. Ibadah Haji adalah u Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali 

seum u r hidup bagi setiap orang Islam yang mam pu menu naikannya . 
11. Jemaah Haji adalah Wa rga Negara Indones'a yang berdomisili i daerah 

Kab pa ten Tasikmalaya yang beragama Isla m an telah me daft kan untuk 
men n a ikan ibadah haji sesuai persyaratan ya n g d itetapkan. 

12. Trans ortasi a dalah en gangkutan yang disediakan bagi j emaah haji dari 
daerah ke em barkasi d n dari debarkasi ke daerah. 

13. Biaya pelayanan anspor asi adalah biaya pe gangk jemaah haji dari 
daerah ke em kasi dan dari de arkasi ke da ra terrna uk segala biaya 
komponen penunjang lainnya. 

14. Embarkasi adalah empat pemberangkatan jamaah haji ke Arab Saudi. 
15. Debarkasi adalah tempat kedatangan jemaah h aji dari Arab Saudi untuk 

dipulangkan ke daerah. 
16. Pelayanan Kesehatan adalah pemeriksaan, perawatan dan pemeliharaan 

kesehatan jemaah haji . 

BAB II 
PELAYANAN TRANSPORTASI 

Pasa12 

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelayananan transportasi 
jemaah haji daerah. 

d 
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(2) Bentuk tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
pemberian/ fasilitasi pelayanan transportasi. 

BABIlI 
PENGELOLAAN PELAYANAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI 

Pasa13 

(1 ) Pengelolaan pelayanan transportasi jemaah haji dilaksanakan oleh 
Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama. 

(2) Dalam hal pelayanan transportasi jemaah haji sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1} Pemerintah Daerah dapat menghibahkan biaya transportasi jemaah 
haji kepada Kantor Kementeria n Agama. 

(3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pengelolaan 
pelayanan transportasi j emaah haji. 

(4) Pengelola pelayanan transportasi jemaah haji harus sudah menyam paikan 
la or pertanggung jawaban kepada Bupati paling lambat 1 (satu ) ulan 
setela pemulangan seluruh jemaah h aji. 

( 1) 

BAB IV 
BIAYA PELAYA AN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI 

Pasal4 

Biaya pelayanan tra ortasi jem aah ha' i 
Pemerintah Daerah an dibebankan kepa a 
Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

enjadi tanggu n jawab 
Angg an Penda a tan dan 

(2) Biaya pelayanan transportasi jema a h haji s ba gaimana dimaks d pada 
ayat (1) eliputi : 
a. Ang tan jemaah h a'i; 
b. An kuta n ba a ng; dan 
c. Kom ponen pen du ku g lain nya. 

(3) Kompon n pend ng lainnya sebagaimana dimaksud ada aya t (2) huruf c 
meliputi : 
a. Petugas pengaman dan pengawalan di perja lanan; 
b. Panitia penye engga ra pelayanan transportasi jem aah h aji; 
c. Akomodasi da konsums ' jemaah haji; 
d. Biaya operasional untu k petugas dan pa n itia sebagaiman a dimaksud 

pada huruf a dan huruf b. 

BAB V 

PELAKSANA PELAYANAN TRANSPORTASI 

Pasal 5 

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menghibahkan biaya transportasi 
jemaah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) , Pemerintah 
Daerah menunjuk penyedia jasa pelayanan transportasi sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
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(2) Penetapan pelaksana pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dituangkan dalam surat perjanjian yang memuat : 
a. Identitas para pihak; 
b. Hak dan kewajiban para pihak; 
c. Spesifikasi alat angkutan darat; 
d. Kapasitas penumpang; 
e. Biaya angkut; dan 
f. Jangka waktu. 

(3) Para pihak yang bertindak dan bertanggung jawab atas perjanjian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pemerintah Daerah atau 
pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dan penyedia jasa pelayanan 
trans ortasi. 

BABVI 
KOORDINASI 

Pasa16 

Bupati dalam menjalankan tugas penyelenggaran ibadah haj i daerah selain 
dengan antor Kementerian Agama dapat berkoordinasi dan/atau bekerja dengan 
instansi/ lem baga terkait sesuai kewenangan. 

BAE VII 

KETE TUAN PENUTUP 

P sal 7 

Peraturan Bupati ini mulai erlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dala m Berita Daerah Kabupaten Ta i malaya. 

Ditetapkan di Sin gaparna 
~21J 

Diundangkan di Singaparna 
pada tanggaI 1~ 21 ~!l 

AS I KMALAYA, 


